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ABSTRAK 

KEDUDUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) 
DALAM MENYELESAIKAN SENGKET A KONSUMEN 

DI BPSK KOT A MEDAN 

Oleh: 

Mahyudanil * 
Darwinsyah Minim** 

Mirza Nasution *** 

Sengketa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Sepanjang 
kehidupannya, hubungan antar manusia selalu diwamai oleh sengketa. Bentuk 
sengketa beraneka ragam dan keanekaragamannya menentukan inti permasalahan, 
yang mana setiap permasalahan memiliki sekian banyak liku-liku, akan tetapi pada 
akhimya akan muncul ke permukaan. Adapun permasalahan yang akan dibahas 
dalam tesis ini adalah bagaimana proses dan mekanisme yang dilakukan oleh Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
dan peratur<lll pelaksanaannya?, apa hambatan dan pendukung dalam menangani 
kasus sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota 
Medan dan bagaimana kekuatan hukum dari Keputusan Arbitrase Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam kasus inkonkreto Nomor : 
5/PEN/BPSK-MDN/2008, tanggal 12 Maret 2008 ? 

Dalam metodologi penelitian penulisan tesis ini bersifat dekriptif analisis 
yaitu mengambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan
ketentuan normatif dan praktek yang tetjadi dalam hal putusan Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan. Penelitian tipe normatif ini mengacu 
kepada Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian 
Sengketa, putusan BPSK Kota Medan, literatur dan peraturan-Peraturan pelaksana 
lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. 

Proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Medan dalam hal 
para pihak yang bersengketa sudah ada petjanjian sebelumnya maka BPSK tetap 
menghormati petjanjian para pihak sebagai dasar dan atau pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan Majelis. Proses dan mekanisme penyelesaian sengketa di 
BPSK Kota Medan masih belum sesuai dengan kaidah-kaidah, norma-norma atau 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu waktu penyelesaian berbeda 
antara aturan dengan kenyataan, faktor penghambat dilihat dari peran majelis yang 
bersifat pasif ketika menjadi konsiliator dan aktif ketika menjadi mediator atau 
arbiter, kekuatan hukum dari Keputusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa 
(BPSK) Kota Medan dalam kasus inkonkreto Nomor : 5/PEN/BPSK-MDN/2008, 
tanggal 12 Maret 2008 pada kenyataannya masih tumpul, oleh karena itu perlu 
koreksi, evaluasi dan pembenahan dalam peraturan dan pelaksanaannya. 

* Mahasiswa PPs MIH UMA. 
** Pembimbing Pertama, Dosen PPs. Mlli UMA 
*** Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MIH UMA 
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.-\. Latar Belakang 

BAD I 

PENDABULUAN 

Lahirnya Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dilatarbelakangi 

ell adanya globalisasi dan perdagangan bebas, yang didukung dengan kemajuan 

:�mologi dan informatika sehingga memperluas ruang gerak transportasi barang dan I 

�u jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara. 

Sedangkan disisi lain kemajuan dan kesadaran konsumen masih rendah 

sehingga teljadi ketidak seimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Ketidak 

seimbangan dimaksud cenderung dengan masih rendahnya tingkat kesadaran, 

�epedulian dan rasa tanggung jawab pelaku usaha tentang perlindungan konsumen 

Ca:k didalam memproduksi, memperdagangkan maupun mengiklankan. Perlindungan 

t:oo:s:umen pada hakekatnya adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian 

Dengan telah diberlakukannya Undang Undang Perlindungan Konsumen 

-... ?K) sejak tanggal 20 April 1999, diharapkan dapat mengangkat harkat dan 

--:--..abat konsumen serta dapat melindungi secara menyeluruh, mendorong 

buhnya iklim dunia usaba yang sehat, tangguh, jujur dan bertanggung jawab 

�a:n rnenghadapi perdagangan bebas yang penuh dengan persaingan sehingga 

-=:uhkan penyediaan produk yang berkualitas. 
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2 

Setiap manusia yang hidup di dunia memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. 

� erlepas dari kewajibannya, man usia juga mempunyai hak-hak dasar yang 

�s dihonnati dan dijunjung tinggi. Hak-hak tersebut menimbulkan berbagai 

epentingan yang diharapkan dapat dipenuhi. Setiap manusia adalah penyandang 

�ntingan.1 

Salah satu bentuk kepentingan dalam diri manusia adalah pemenuhan 

�utuhan. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, manusia mengkonsumsi atau 

=:;engunakan barang dan /atau jasa yang berasal dari man usia lainnya. Oleh karena itu 

seriap manusia yang hidup merupakan konsumen atau pemakai dari barang dan/atau 

jzsa tertentu yang disediakan oleh manusia lain yang menyediakan barang dan/atau 

·!Sa yang disebut produsen, oleh karena itu setiap man usia yang hid up tidak akan 

:�epas dari kebutuhannya. 

Sebagaimana dalam sejarah perkembangan pola kebutuhan hidup manusia 

:!l'rl3pat dua posisi yang sating berhadapan yaitu antara produsen dan konsumen. 

-. • pembuat atau penghasil suatu barang dan/atau jasa disebut produsen dan pihak 

• · .5 membutuhkan suatu barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh produsen disebut 

--gan konsumen. 

1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (yogyakarta: Liberty, 2003), 
. I 
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